PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Ogan Komering llir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan periu ditetapkan
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan ;

. bahwa Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perclehan

Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Ogan Komering llir.

. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indenesia Tahun 1945.

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1959  tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di
Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ; -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 22
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan



Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering liir
Tahun 2007 Nomor 19 ) ; _

11.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2010 Nomor
25);

12.Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir. ( Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Tahun 2009 Nomor 6 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  SISTEM  DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN Di KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

%

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Hir.

Bupati adalah Bupati Ggan Komering lir.

Satuan Kerja Pengeloia KeuanganlDaerah adalan Dinas Pendapatan,

pengeloia keuangan dan aset daerah kabupaten Ogan Komering Hir yang

selanjutnya disingkat SKPKD.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang

selanjuinya disingkat BPHTB,



15. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas
negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

16. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan / atau bangunan dari satu

pihak ke pihak lain.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan

penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan

melaporkz.n penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. prosedur pengurusan akta pemindahan Hak atas Tanah dan / atau

Bangunan ;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB);

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
bangunan ;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekéligus

penghitungan besaran BPHTB terutang wajib pajak.



(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib
pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB ( SSPD BPHTB )
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan
dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan juga penerbitan
akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta peraindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT dan Surat teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ).

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan / penolakan

atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan meliputi :
a. fungsi pelayanan
b. fungsidata dan informasi ; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitan SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.



(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang
sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas

objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan hak atas tanah dan/atau
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB
Pasal 6

(1) Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh waijib
pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau mnelalui Bendahara
penerima pada SKPKD.



(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana

(1)
(2)

(4)

(1)

(2)

@)

tercantum dalam Lampiran |l Peraturan Bupati ini yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan..

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan

b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan pemeriksaan lapangan.
Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran Ill Peraturan Bupati ini yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Wajib pajak melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran
pemindahan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan kantor bidang pertanahan
dalam rangka pendaftaran pemindahan hak.

Tata cara pendaftaran akta adalah sebagaiamana tercantum dalam
lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini .



(1)
(2)

@)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan
Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 10

Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari bank dan/atau bendahara
penerimaan dan/atau PPAT.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima lagoran penerimaan BPHTB
dari Bank yang ditunjuk/bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal
10 ( sepuluh ) bulan berikutnya.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pejabat pembuat akta
tanah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tata cara pelaporan akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
V Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11
Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh wajib pajak. j
Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pzjak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengzn surat teguran dan/atau surat paksa jika diperlukan .



(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI

Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh wajib pajak dan disampaikan kepada
fungsi pelayanan untuk diteliti.
(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VIl Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan Bupati ini._

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
rnengkoordinasikén ,menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan

(3) Bimbingzn teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan

peraturan Bupati ini.

Pasal 14
Jangka waktu nenyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir

Ditetapkan di  Kayuagung
pada tanggal 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : & TAHUN 2011
TANGGAL : 2 JBUREXT 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

I. MEKANISME
A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai
dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak
yang menyiapkan form SPPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam Prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek
dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas
hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam
prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen
penduduk terkait pemindahan hék atas tanah dan /atau bangunan.



5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
. Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan
keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk
Dinas  Pendapatan Pengelola  Keuangan dan  Aset
Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi
dan berkerjasama dengan PPAT dalam menyiapkan surat SPPD
BPHTB

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung

BPHTB terutang dan menyiapkan SPPD BPHTB. Pihak yang dapat

menjadi PPAT ialah Notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan

berwenang untuk :

- Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor
Pertanahan;

- Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

2. Kepala Kantor Pertanahan

Mearupakan pihak yang mengelola database pertanahan di Wilayah

Wewenangnya . Dalam Prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan

menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek

pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Waijib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah
terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua
belah pihak.Dokumen ini dapét berupa surat perjanjian, dokumen jual
beli, surat hibah, suratwaris, dan lain-lain yang pada dasarnya



menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan /atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen
pendukung lainya.

Waijib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah danfatau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan
pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau  bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa
kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan
pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan menyediakan
data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor ‘Pertanahan.
PPAT kemudian memeriksa kebeneran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau objek' pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan,
PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan
observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan atas
tanah dan/atau bangunan yang helum ditandatangani oleh PPAT.



PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan Prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir

SSPD BPHTB dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan & Aset
Daerah.
Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhimaka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT
kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke
dalam formulir SSPD BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh
informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD BPHTB.
SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau menyetorkan pajak yang terutang
ke Kas Derah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas 6 lembar,dengan
perincian sebagai berikut :
- Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
- Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran  permohonan
pendaftaran.
- Lembar 4
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permchonan penelitian
SSPD BPHTB.
- Lembar 5: ;
Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.



Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atuu Bangunan
5 Kepala Kantor
No Uraian Walll: Paja i Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Bidang Pertanahan
Penerima Hak
i Wajib Pajak (penerima hak) mengurus perolehan P
hak atas tanah dan/atau bangunan ke PPAT De'zrg;“;":'l::k - i | perelehan hak
dengan menyerahkan dokumen terkait perolehan PPAT
hak atas tanah dan/atau bangunan.
2 PPAT memperoleh dokumen perolehan hak dari hMemeriicsa data
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data terkail ke Kepala
5 & ; 3 €A nt Hidang
?e:gen:‘:l Objek Pajak ke Kepala Kantor Bidang el
ertanahan.
menyediakan data
3 Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan yang dibutuhkan
3 % leai
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait ;::—;:ﬁ‘;;:;
pemeriksaan Objek Pajak.
sun Draft Akte
4 PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas |7 Mf':‘:vlfnr:ldrah;i Hak _‘r
Tanah dan/atau Bangunan.
5 PPAT kemudian menyimpan Draft Akta
T - snyediaan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan r";'c‘,:’r";ml‘?:' B ey
SSPD-BPHTE Tanah dan/ atau
6  Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT Bangunan
menerima formulr SSPD-BPHTB dari Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 4
Daerah. Forin 55PD- Menghitung BRHTE
BPHTE 16 lembar terutang, menyiapkan
dan menandatangani
7 PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan S5PD-BPHTE
55PD-BPHTB,
| 8 WP bersama-sama dengan PPAT kemudian SSPO-BIHTE - WP danpPpaT | S5PO-BPHTE
menandatangani SSPD-BPHTB. tandatangarn
G lembar G lem bar
| |
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL :21; TAVR&EL . 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN

I. MEKANISME

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau

bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib
Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk atau
dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1.

Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD BPHTB  sebagai
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan

membantu melakukan perhitungannya.

. Bank yéng ditunjuk atau Bendahara Penerima

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang
dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk atau

pun Bendahara Penerima berwenang untuk :

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Waijib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB ;



- mengembalikan SSPD BPHTB vyang pengisiannya tidak

lengkap/kurang;

- menandatangani SSPD BPHTB vyang telah lengkap
pengisianya; dan

- pengarsipan SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB

lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima

SSPD BPHTB yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk

melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Surat setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian

sebagai berikut:

Lembar 1 :

Untuk Wajib Pajgk.

Lembar 2 :

Untuk PPAT sebagai arsip.

Lembar 3 :

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran

Lembar 4 :

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan
penelitian SSPD BPHTB.

Lembar 5 :

Untuk Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan sebagai
arsip

Lembar6 :



Untuk Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan sebagai
laporan kepada Fungsi Pembukuan / Pelaporan. Sebelum
digunakan dalam proses pembayaran , Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang
ditunjuk atau Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan,
Wajib Pajak kemudian membayar BPHTB terutang melalui Bank
yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan menerima
SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan kemudian
memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian
besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang
diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan menandatangani
SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4
dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5

Wijib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3,dan 4 dari Bank
yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian
melakukan proses berikutnya,yaitu permohonan penelitian SSPD
BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKAD.



Frosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima Halc Tanah dan/atau Bangunan

(5]
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : -4 TAHUN 2011
TANGGAL : -21 JAVUREL 2014

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (SSPD BPHTB)

I. MEKANISME
A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan merupakan proses Verifikasi kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum
dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Waijib Pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
SSPD BPHTB melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima.
Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh fungsi pelayanan di Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jika semua °
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi
pelayanan akan menandatangani SSPD BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada
fungsi pelayanan atas SSPD BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Fungsi

Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

- meminta data terkait objek pajék kepada Fungsi Pengelolaan dan

informasi ;



- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang  tercantum dalam SSPD BPHTB;dan

- menandatangani SSPD BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengelolaan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi
ini menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi pelayanan.
Fungsi Pengelolaan data dan Informasi berwenang dan bertugas
untuk :
- mengelola datadase objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi
pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIK

Langkah 1
Waijib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung

yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen

penaukung terdiri atas:
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah

(NTPD)/SSPD DPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

Fotokopi Identitas Wajib Pajak (dapat berupa kartu Tanda

I

penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan );

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan

Kekeluarga, dalam hal transaksi waris;

Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan );



- Dokumen pendukung lain yang diperlukan;

Waijib pajak mengisi formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
Wajib pajak kemudian menyerahkan formulir permohonan penelitian
SSPD BPHTB ( lembar 4), dan dokumen pendukung kepada fungsi

pela janan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima formulir permohonan penelitian SSPD
BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari
Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan
data terkait objek pajak berdasarkan formulir permohonan penelitian
SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi
dan menyampaikan FOIRM Pengajuan Data Kepada fungsi

pengolahan data & informasi.

Langkah 3

Fungsi pengolahan data dan informasi menerima form pengajuan
data dari fungsi pelayanan. Fungsi pengolahan data dan informasi
kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada form
pengajuan data. Fungsi pengolahan data dan Informasi- lalu
menyerahkan kembali data form pengajuan data kepada fungsi

pelayanan.

Langkah 4 .

Fungsi Pelayanan menerima form pengajuan data yang telah diisi
data objek pajak dari fungsi pengolahan data dan informasi. Fungsi
Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB
berdasarkan data objek pajak dari fungsi pengolahan data dan
informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan



penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.
Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah §

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD
BPHTB dan kelengkapan dokumen penduduk terpenuhi, maka fungsi
pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1,2.3, dan 4).
Fungsi pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai
dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB
(lembar 1,2,dan 3) kepada waijib pajak.

Wajib pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) dari fungsi

pelayanan.



A
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[ Brosedur Penelitian Surat Setoran Pajok Dasrah BPHTE (SSPD— BPHTB)

Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Fungsi Pelayanan

Fungsi Pengoldhan
Informas:

1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan
dokumen terkait penelitian SSPD— BPHTB. Wajib
Pajak kemudian mengajukan Frmulir Permohanan
Penelitian SSPD—BPHTB yang dilampiri dengan S5PD
—BPHTB lembari, 2, 3, dan4 dan dokumen
pendukung lannya ke Fungsi Pelayanan.

Berdasarkan Farmulir Permononan Penelitian SSPD —
BPHTByang diterima, Fungsi Pelayanan mengajuxan
data terkait objek pajak kepada FungsiPengolahan
Data & informasidengan menggunakan Form
Pengajuan Data.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menyediakan
data terkait objekwisatadengan membuka database
objek pajak.

FungsiPengolahan Data & Informasi mengisidata
objek pajak padaform Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasikemudian
menyerahkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi
Pelayanan.

FungsiPelayanan menelitiSSPD— BPHTB dan
lampiran-lampiran pendukung bedasarkan data
objek pajak yang diterima dari FungsiPengolahan
Data & Informasi.

FungsiPelayanan menanadtangani SSPD—BPHTE
dan menyerahkannya kepada \Wajib Pajak.
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 4, TAHUN 2011

TANGGAL : 24 aavuifxi1

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR

PERTANAHAN
1. MEKANISME
A. GAMBARAN UMUM
Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas

perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor

Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai persyaratan penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah yang telah terdaftar di

Kepala Kantor Pertanahan.
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen
pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Wajib pajak menyerahkan dokumen-
dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.



Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta -
pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kantor Pertanahan. PPAT

k erwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran hak atas tanah;dan

- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor

Pertanahan.
3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di

wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor

Pertanahan berwenang dan bertugas untuk ;

- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak
atas  tanah;dan

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib
Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan 3. Sedangkan Waijib
Paiak memperoleh bukti penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2) atas
pembayaran pajak penghasilan melalui kantor pelayanan pajak.
Wajib pajak lalu menyerahkan SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar
3,serta bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada pejabat
pembuat akta tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan 3, serta bukti
penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian



menyiapkan daftar Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan / peralihan-hak atas fanah

| dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan

~ /atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3, serta bukti penerimaan
SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan
pendaftaran perolehan /peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor
Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan
kebenaran terkait objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan lalu

memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.
Kepala Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta bukti penerimaan SSP
PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah €

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani
Akta Pemindahan Hak ATAS Tanah dan / atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT Menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau
Bangunan yang telah ditanda tangani wajib pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau
Bangunan.



Prosedur Pendaftaran Akta -

No Uraian Waijib Pajak Selaku Penerima Hak Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kepala Kantor Bidang
Pertanahan
1 Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur - :
penelitian, Wajib Pajak menerima 55P0 — BPHTB Dari transaksi Dari prosadur

lembar 1, 2, 3 dan 3. Wajib Pajak lalu memberikan r“"‘"";i"":;';" PRh setlurings
SSPD BPHTE lebar 2 dan 3 kepada PPAT,

{Lembar 3)
S5PD-BPHTE
Bukti Peneriman
S5P Pasal 4 ayar (2]

2 Berdasarkan transaksi pembaaran PPh diKantar
Pelayanan Pajal, Wajib Pajak juga menyerahkan bukt
Penerimaan 55P Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT,

Bukti Penerimaan
SSP Pasal 4 ayal (2))

Akta Pemindahan Hak
atas Tanahdan/atau
Bangunan

[Lembar 3)
SSP0 - BPHTE

3 PPAT menyiapkan Axta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan, PPAT kemudian menyiapkan

v

{lemizard)

i a5 tar E Menyiapkan & 4
pengajuan pendaftaran hak atas tanah atanu Neriviagkan yiap SSP0 BPHTE
peralihan ak atas tanh. PPAT mengarsip 55PD BHTE pengurusan mengajukan
; B aftaran Hak
i e AR e e pendaftarda Hak alas Bukti Penerim aan 5P
Tanah atau peralihan

Hak atasTanah Banal dayati2)

4 PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3, dan bukt

[akta Pemmdahan Hak

Penerimaan 55P Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor {Lembar 1) ¥ Atas Tanah dan/atau
Bidang Pertanahan, S5P0 - BPHTH amnarz) ||‘.?,m:,_.”3;
Bukli Poncromaan SSPO-BPHTE

S5P0 - BPHTB

(Bukti Penermaan
S5P Pasal 4 ayat [2)

ESP Pasal 4 ayat (2 )

Bukti Penerimaan S5P
Pasal 4 ayat (2} Menelaah pengajuan

dan mompeshaharul
Akt a Pemindaban Hak daftar perolehan atau
atas Tanah danfatau peralihan Hak Tanah

& Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan Akta

Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bulti Penerimaan 55P Bukti Penerimaan
Bukti Penerimaan $5F Pasal 4 ayat {2) kepada PPAT. Pasald ayat (2} S5PPasal 4 ayai
(2}

5 Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah
pengajuan dan memperbaharu daftar
perolehanperalinan hak atas tanab, Kepala Kantar
Bidang Pertanahan mengarsip S5P0 BPHTE lembar 3.

[Lembar 2}

S5FPD0 - BPHTB

Akra Pemindahan Hak atas L

x " Tanah dan/atau Bangunan Akta Pemindahan
7 PPAT menandatangzani Akta Pemindahan Hak Atas & Hakat “”Tm_ml
Tarah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian | dan/atau
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Akta Pemindahan Hak r Bangunan
dan/atau Bargunan kepada Wajb Pajak. atas Tanah danfatau Menandatangani Akta
Hangunan -4 Pemindahan Hak atos \_/_‘

Tanah dan/atau

Banzunan I
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR | TAHUN 2011
TANGGAL : 21 JANTARD 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

I. MEKANISME

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh
Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan dalam melaporkan
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga
meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas setiap akta yang telah diterbitkan. '

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan
pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Waijib
Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah. Bank yang ditunjuk berwewenang dan bertugas untuk :

- menerima Pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak ;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit Kepada
Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB
melalui rekening penerimaan kas daerah: dan

- menyiapkan registrasi SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung



jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada unit kerja SKPD. Dalam Prosedur ini bendahara

“penerimaan berwewenang dan bertugas untuk :

- menerima Pembayaran PBHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran tunai;

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap
pembayaran BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

- menerima registrasi SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah:

- menyiapkan registrasi SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke bendahara
penerimaan.;

- mencatat benerimaan BPHTB dalam buku penerimaan &
Penyetoran ;

- menyiapkan Registrasi STS; dan

- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk /
wajib Pajak.

. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau  Bangunan. Dalam
Prosedur ini PPAT berwewenang dan bertugas untuk membuat
laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

1. Fungsi Pembukaan dan Pelaporan.
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan laporan
realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima
dari Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan dan



Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini fungsi

pembukuan & pelaporan berwenang dan bertugas untuk :

- Menerima SSPD BPHTB Ilembar 6 dari bendahara
penerimaan;

- Menerima registrasi SSPD BPHTB dari bendahara
penerimaan;

- Menerima registrasi STS dari bendahara penerimaan:;

- Menerima buku penerimaan & penyetoran dari bendahara
penerimaan;

- Menerima laporan penerbitan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan dari PPAT; danmenyiapkan

laporan realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajb Pajak yang melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.
Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan 6, Bank yang ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Registrasi SSPD BPHTB atas
setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang
ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3
Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke

bendahara penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui

rekening penerimaan kas daerah .



c.2.

Langkah 4
Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang

ditunjuk. Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan
BPHTB ke buku penerimaan dan penyetoran. '
Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam

Registrasi.

Langkah 5
Secara periodik Bank yang ditunjuk menyampaikan registrasi

SSPD BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke

Fungsi pembukuan dan pelaporan.

Langkah 6
Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima registrasi SSPD

BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB Lembar 6.

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, bendahara penerimaan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara, tunai dari
bendahara penerimaan
Langkah 2

Bendahara SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara
Penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penerimaan &
penyetoran,. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke
dalam Registrasi SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5.



C.3.

Langkah3
' Secara Periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan

Registrasi SSPD BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB
lembar 6, buku penerimaan & penyetoran beserta registrasi STS

kepada fungsi pembukuan & pelaporan.

Langkah 4
Fungsi pembukuan & pelaporan menerima Registrasi SSPD

BPHTB yang dilampirkan dengan SSPD BPHTB lembar 6, buku

penerimaan & penyetoran, beserta registrasi.

Pelaporan Penerbitan Akta Tanah oleh PPAT.
l.angkah 1

Berdasarkan Prosedur sebelumnya, PFAT menyiapkan dan
menandatangani Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Waijib
Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat laporan penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi pembukuan & pelaporan menerima laporan penerbitan akta

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.



C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan Prosedur C1,C2,C3, maka fungsi pembukuan &

pelaporan menerima dokumen berupa Registrasi SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB lembar 6, buku penerimaan & penyetoran, registrasi
STS, dan laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut fungsi pembukuan dan

pelaporan menyusun laporan realisasi BPHTB,



Prosedur Pelaporan BPHTB

Pejabat
No Uraian Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembuat Akta Fungsi Pernbukuan & Pelaporan
Tanah
1 ki1 SSPD BPHTB [emoar 5, 80k yarg Ditunuk meners than T n :
Nota Kredit atae penesmann BPHTS dal Waih Pajak "pf;:czl:'z Darlppruszd.nri‘ Dari prosedur 2 E
e { ittt (Prosedur
2 Bk yan tiunjuk menyers ikan Nota Kredit ke Bendaharn Pembayaran BPHTB) Pembayaran BPHTE) Pembayaran
P nermaan T I BPHTB)
4 h 4 v i 4
3 Ferde sakan SSPD-BPHIA lembar 6, 8ancyang Ditunjus messbuoat Arsip S5PD BPHTE SS5PD BPHTR SSPD BPHTH SSPODBPHTE
Register SSPDBPH T2 {Lembar 5) (Lembar 5) [Lem bar 5} {Lembar 5) S5PD BPHTA
[Lembar 2} Akta
4 Bank yang ditun ik memcerixan SS5P0-BPHTE kmiar G dan Reg ster ¥ SRS O pemindaha Hak atas
SEPOAH e Fogsl Permbukuan din Pelaporan, # Tanah dan/aau
Menerbitkan Menyiapkan
5 Sementarsitu. Beadahar o Pene: vt g S5PD-BHTE e mlar Nota & dl i ;ﬂr.m me-:.‘pkan faldgunan
A% paereriman s vra APHTE sl un ki Kreen. mias gl Register
penerimaan S5PD BFTR S5FPD BPTE
6 | Bendomars Pener s e rimaa dalam Bucu BPHTB Y HBCE0 dar fungsi-fungs! yang laed
e e VR Peysior siual Hegsler S5F0-8PK13 + ¥ [3 Menyiapkan
b rida sk 1 SSPORBRMTE embart. Hota K Regisier Reister Laporan
v ) i Penerbitan Akta
¥ PR LA e L ey ik b SSPD-APHTE SRR EEREHTD SSPD-BPHTB
o i ma den, Po ki i
RN B R ssIPD BPHTE SSPD-BPHTS Perorbla A
) ety (lembar &) Pemindahan Hak
8 ‘::‘“-““;‘ atas Tarah Register Buku Laporan
5‘;1;?‘__L dan/atau SSPDBPHTE Penefimaan Penertitan
Bangunan & Penyetora akia
9 Sedanars Pener raan semudia n ety Ak Susa Poner maan 55PD-BPHTB Pemndihan
dan Penyerosan seterts Regster 5TS kepads Fuigel Pemsusunn & flembar 6} Register 5T5 Hak atas
Pengaan. Tanah
Ke lurg s semagsuan dan/atau
10 | PPAT meacrimin SSPOCBPHTE iombar 3 da s meyiapasn Liamean & pelapoar Sniginan
Peerb Asta Permindation Hak stas Tanah das/atiu Basguan Nota Kredit
11 PRAT mengerian Licomn Peneraitan Akt Pe~ndanan Hikatas K fungs | pebukuim
Taman dza/atau Boapunon ke Funs Pombusuan & Peagoren, & o0 an
12| Fungsi Pembukia i Pes seran micne mas dokumen senaa Repsier 3
SEP0HBPITE, SSPO-GPHTE ke G Busu Penes i dan & Pea Menyiapkan Laporan
Rugister 815, dan Lapuran Pe LA Asta Pery ada han Mag 4 realisasi PAD
Tanan dandi gt
13 dharpren-duku aen tersebut, Tungst Pemukuan & Penerimaan &
s Lapotan reaiises) BAD Penyetaran
Regisier 5TS Laporan Realisasi
K fungss e ko PAD
Eopeapomn
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PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

MEKANISME

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan STPD BPHTB merupakan proses yang
dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang
yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB;
tidak/kurang dibayar, salah tulis,salab hitung,dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan fungsi pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih
kurang dibayar atas SSPD BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas SKPD Kurang Bayar dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh fungsi pelayanan.

Prosedur penetapan surat teguran merupakan proses yang
dilakukan fungsi pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang
belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan fungsi pelayanan sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database ,STPD BPHTB , Daftar SKPDKB
BPHTB, Daftar SKPDKBT BPHTB,dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak _
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB
terutang berdasarkan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT
BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima surat teguran jika pada saat

jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPDKB BPHTB
menerbitkan SKPDBKBT BPHTB



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1.Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,maka _

fungsi penagihan mengarsipkan SSPD BPHTB vyang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak. '

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB
terutang yang tidak/kurang dibayar,salah tulis,salah hitung,dan kena

bunga atau denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar,salah
tulis,salahsalah hitung,dan kena bunga/denda. Fungsi penagihan

kemudian mengarsipkan daftar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitan STPD BPHTB berdasarkan

Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,salah tulis,salah
hitung,dan kena bunga/denda.STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsipkan STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1)

kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB

atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.



Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayar

BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan SKPDKB BPHTB atau SKPDKBT BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,

maka fungsi penagihan akan mengarsipkan SSPD BPHTB yang
telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang

telah berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib
Pajak. Fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang
tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang
ternyata - kurang bayar,fungsi penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3
Fungsi penagihan juga memeriksa setiap SKPD kurang

bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
Fungsi penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
dalam SKPD kurang bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, fungsi
penagihan kemudian menerbitkan daftar SKPD kurang bayar yang

riasih kurang dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, fungsi penagihan

menerbitkan SKPD kurang bayar (rangkap 2) dan SKPD kurang
bayar tambahan (rangkap 2).



Langkah §
Fungsi penagihan mengarsip SKPD kurang bayar

(lembar 2 ) dan SKPD kurang bayar tambahan (lembar 2 )

Langkah 6
Fungsi penagihan mengirimkan SKPD kurang bayar

(lembar 1) dan SKPD kurang bayar tambahan (lembar 1) kepada
Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi penagihan memperbaharui Daftar SKPDBKB atas

setiap SKPDBKB yang telah dikiimkan kepada Wajib Pajak.

| angkah 8
Fungsi penagihan memperbaharui Daftar SKPDKBT atas

setiap SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada Waijib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima SKPDKB atau SKPDKBT dan

membayar BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB atau

SKPDKB atau SKPDKBT, fungsi penagihan menyimpan :
- Daftar SKPD BPHTB
- Daftar SKPDKB
- Daftar SKPDKBT
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, fungsi penagihan
memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh

tempo.



Langkah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, fungsi penagihan

menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib
Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan
persuasif meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan

Langkah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo,atas permintaan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib
Pajak yang disetujui,maka fungsi penagihan terus melakukan
pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB

yang masih terutang.

Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib
Pajak yang tidak disetujui,maka fungsi penagihan menerbit<an

surat teguran (rangkap 2).

Langkah §
Fungsi penagihan mengarsipkan surat teguran (lembar 2).

Langkah &
Fungsi penagihan mengirimkan surat teguran (lembar 1)

kepad Wajib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima surat teguran

Langkah 8
Fungsi penagihan memperbaharui daftar surat teguran atas

setiap surat teguran yang dikirimkan kepada Waijib Pajak.



- Lembar 6
Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan

kepada Fungsi Pembukuan /Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan SSPD BPHTB yang telah diisi kepada Waijib

Pajak.

LLangkah 9
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah diisi dari PPAT.



Prosedur Penagihan BPHTB

No

Uraian

Waijib Pajak

Fungsi Penagihan

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka fungsi
Penagihan akan mengarsip SSFDBPHT Byang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak,

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTE yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oeh Wajib Pajak. Fungsi Penagiban
rmemeriksa nilai BPHT B terutang yan tercantum dalam 55P BPHTEB
tersebut.

Atas S5PD BPHTE yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SSPO BPHTE yang kurang dibayar,

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang bayar yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi penagihan
memeriksa nilai BPHT B terutang yang tercantum dalarm SKPD kurang bayar
tersebut.

Atas SKPD kurang bayar yang masi kurang hayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbithan Daftar S5PD Kurang Bayar yang kurang dibayar,

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, fungsi penagihan menerbitkan SKPD
kurang bayar [rangkap 2) dan SKPD kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Fungsi penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SPKD
Kurang Bayar Tambahan (rankap 2).

Fungsi Penagihan mengirmkan SKPC Kurang Bayar (Lembar 1) dan SKPD
Kurang Bayar Tambahan Lembar 1) kepada Wajib Fajak

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kuragn Bayar atas setiap
SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

FungsiPenagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambatan
atas stiap SKPD kurang bayar tambanan yang telah dikirimkan kepada
Wajib Pajak,

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Baya/SKPD Kurang Bayar Tambahan
dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

Berdasarkan SKPD BPHTE
dalam jangka waktu 5 (lima}

tahun semenjak dbayar
wajib pajak

Prosedur
Pembayaran
BPHTB

¥

Memerisa Pajak
terutang yang karing

dibayar

——

Daftar S55P0 BPHTE
wan kurang dibayar

Daftar SKPD Kurang
Baar yang masih
kurang dibayar

Berdasarkan SKPD
BPHTB dalam jangka
waktu S {lima) tahun

semenjak dbayar

Mengirimkan Surat SPD
Kurang Bayar kepada

lainnya mengikuti
prosedur
sebelumnya

Wajlb Pajak
Lembar 1 Lembar 1
SKEPD Kurang Bayar SKFD Kurang Bayar
S
Lembar 1 0
SKPD Kurang Bayar [
Tambahan h 4
Memperbaharui doltnr
SEPD Kurang Bayar
Proses
Pembayaran adn b i

Daftar SKPD
Kuragn 8ayar

Mngrimkan Suat SPD
Kurang Bayar kepa da

‘Wajib Pajak

wajily pajak
erbitkan SKPD
Kurang Bayar
Lembar 2
Lembar 1 Lembar 2 Lembar 1 Llembar 2
SKPD Kurang Bayar SKPD Kurang Bayar SKPD Kumang Boyar SKPD Kurang Bayar
Tambahan

Ltembar 1
SKPO Kurong Bayar
Tambahan

Memaerbabar daftar
SKPD Kurang Bayar
tambahan

Daftar SKPD
Kuragn Bayar
Tambahan

Arsip
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PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

I. MEKANISME
A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengurangan BPHTB merupakan proses yang
dilakukan fungsi pelayanan dalam menetapkan persetujuan
/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Fungsi pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa

pengajuan terkait objek pajak.

Penerbitan pengurangan sendiri berdasarkan peraturan
Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan katagori pengurangan
untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan fungsi
pengolahan data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan

mengelola database objek pajak di wilayah administrasi.
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan pengurangan atas BPHTB

terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan

sebelumnya.
2. Fungsi Pelayanan

Merupakan Pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- Menerima ,menelaah dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB.

- Menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB.



- Mengajukan data terkait objek pajak kepada fungsi pengolahan
data & informasi

- Menerbitkan berita acara pemeriksaan, dan

- Menerbitksan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB atau surat keputusan pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk ;
- Menyiapkan dan mengelola database terkait objek pajak,dan

- Menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi pelayanan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib Pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan

BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan
pengurangan dan salinan surat ketetapan BPHTB kepada fungsi

pelayanan.

Langkah 2
Fungsi pelayanan menerima dokumen  pengajuan

pengurangan BPHTB. Fungsi pelayanan kemudian memberi tanda
terima pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3 -
Fungsi pelayanan mengarsipkan  dokumen pengajuan

pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan

menyiapkan Form pengajuan data.



Langkah 4
Fungsi pelayanan mengirimkan Form pengajuan data

kepada pengolahan data & informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form

pengajuan data. Fungsi pengolahan data & informasi kemudian
menarik data terkait objek pajak dari database objek pajak.

Langkah 6
Fungsi pengolahan data & informasi mengisi form pengajuan

data terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi pengolahan data & informasi mengirimkan form

pengajuan data (yang telah terisi) kepada fungsi pelayanan.

Langkah 8
Fungsi pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan

pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah
diterima. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian
antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria
dalam peraturan kepala daerah.

Langkah 9
Fungsi pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang
ditolak ) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui)



Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

i.an jkah 11
Fungsi Pelayanan mengirimkan surat penolakan pengajuan

pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau surat keputusan
pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui ) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12
Wajib Pajak menerima ketetapan BPHTB dan melakukan

pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



Prosedur Pengurangan BPHTB

No

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Pengolahan Data &

Fungsi Pelayanan
= i Informasi

10

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTE
yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan
pergurangan danSalinan Sura Keetapan BPHTB kepada Fungsi
Pelayanan.

Fungsi Penagihan menerma dokumen pengajuan pengurangan
BPHTH FungsiPenagihanemudian memberikan anda Terima
Pengajuan Pengurangan BPHTE kepada Wajib Pajak.

Fungsi pelayanan mengarsip dekumen pengajuan pengurangan,
Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek Pajak dengan
menyiapkan Form Pengajuan Data

Fungsi Pelayanan mengirimkan Farm Pengajuan Data kepada Fungsi
Pengeolahan Data & informasi.

Fungsi Pengelaban Data & Informasi menerima Form Pergajuan
Cata. Fungsi Pengolaha Data & Informasi kemudian menarik data
terkait objek pajak adri Database Objek Pajak.

Furgsi Pengolahan Data & Informasi mengisisan Farm Pengajuan
Data dengan data werkait objek pajak.

Fungsi Pengolahan Data & informasi menginmkan Form Pengajuan
Data (yang telah teisi] kepada fungsi pelavanan.

Fungsi Pelayanan menelaah dan me meriksa pe ngajuan
pengurangan BRHTE berdasarkan data objek pajak yang telah
diterima.

Fungsl Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan
Surat Penclakan Pengajuan Pengurangan BPHTE {untuk
yvang ditalak) atauy,

Surat Keputusan Pengurangan BPHTE (untuk yvang
disetujul)

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penclakan Pengajuan

Pegurangan PHE (bagi yang ditolak) atau Sural Keputusan
Pengurangan BPHTE (bagi vang disetujuil kepada Wajits Pajak.

Wajib Pajk menenma Suat ketetapan PHTB dan melakukan
pombayaran sesud i dengan prosedur poembayaran BPHTE,
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LAMPIRAN FORMULIR



CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak

bumi dan/atau bangunan atas ©

Nama Wajib Pajak

NPWP P 0 ) | [ O O o

Serta data objek pajak atas o | i | | | | [ | | l 1 | | | I

Nomor Objek Pajak (NOP)

: Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengueapkan terima kasih,

KAayuagung. ... () R
Fungsi pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran 11 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering [lir

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Waijib Pajak

NPWP N Y O N U O S S O A

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
Sebagai berikut :

NOP R A O O G N

Alamat

Desa/Kelurahan

Kabupaten/kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPH1B yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD)*)

(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB
lainnya Tahun .. s

(3) Fotokopi identrtas Wajib PBIBR BBIUBE. . consraressennsss s s s sissonsiss

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Fotokopl identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Kterangan:
) coret yang tidak perlu Kayuagung,.... . o
i dalam hal dikuasakan Waijib pa;ak!Kuasa Wa;tb Pa;ak ")

PENELITIAN

-

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami
menyatakan bahwa :

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTR telah sesuai |
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bagunan telah lengkap

Kayuagung,...................... 20......
Fungsi Pelayanan




sy PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
! DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

J1. Letnan Dharna Jambi No. 161 Kayuagung 30 611 Telp. (0712) 321278 Fax. (0712) 323893

i{epada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

. . NOP, NO & TANGAL STPD el Jaluh Jumiah

Jenis | Tahun Pajak |  ppyiTR/SKPDE URANG BAYAR/ SKPDB | romme bemayaran |  Tunggakan

Pajak KURANG BAYAR TAMBAHAN (%) Pajak (Rp)
(*) Coret yang tidak perlu Jumlah

(dengan huruf) / I /

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Pajak berdasakan Peraturan Kepala Daerah
Nomor .... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Suat Paksa, maka diminta kepada Saudara
agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu hari)

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

Kepala Dinas Pendapatan, Péngelofa
Keuangan Dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
21 (DUA PULUH SATU HARI) SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INL.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN
SURAT PAKSA.

NIP.




[ STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No : Tahun ;
Tanggal Penerbitan :
Jumlah pajak yang
terutang yang masih RE cimssmmmpssomsanimm
harus dibayar L sy R AR B A s
Objek Pajak Nama & Alamat Wajib Pajak
Kabupaten Ogan | cicesusmmsismssrssimasssosisemiss sz
Komerng ilir: = |cossmmamaosmmsismsommmsmsasmes
KEoamatan & | s e e v S R R
DesafKelifaRant | sssmemsmnmssemmeis s
Alama I T —_—
NPWP
Rincian Pajak yang Terutang
Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/ Rp
SKPDB Kurang bayar Tambahan®)
Telah dibayar tanggal Rp.
Pengurangan Rp.
Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp.
Pajak yang kurang dibayar (angka 1 — angka 4) . Rp.
Denda administrasi 2 % x 24 bulan x Rp. (angka 5) | Rp.
Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang _ angka 1 Rp.
Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp.
Tanggal jatuh Tempo : . | Tempat Pembayaran :
PERHATIAN Kabupaten Ogan Komering llir
Surat Tagihan Bea Perolehan Kayuagung,.......cccc.coeen 7] s [—
Hak atas Tanah & Bangunan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola
STBPHTRB ini harus dilunasi Keuangan Dan Aset Daerah

paling lambat satu (1) bulan saat
tanggal diterima.

Apabila setelah lewat tanggal
jatuh tempo utang pajak belum
dilunasi,maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat NIP.
Paksa,pelaksanaan sita,dan
lelang




